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Abstract 

 This study was conducted to determine the readiness of the implementation of the fast work system 

(SIKECE) for the community and the Kerinci Timur Village Office in implementing the online service website 

provided by the Kerinci Timur Village Office. This type of research uses a mixed method in which primary data is 

obtained through observation, interview results with the Kerinci Timur Village Head and 1 community user of 

the SIKECE website, documentation, and distribution of questionnaires to the community users of the SIKECE 

website totaling 91 people and the SIKECE website implementation and management team totaling 17 people, 

with a total sample of 110 people and the sampling technique using purposive sampling techniques, and secondary 

data is obtained through documents related to the object of research. In this study, the researcher uses the readiness 

theory which contains three dimensions of indicator research, namely support, ability and value. The results of 

this study indicate that the readiness of the SIKECE website is categorized as "Less Ready", in the readiness of the 

SIKECE website there are still several obstacles, namely the lack of utilization of special employees who manage 

SIKECE. 

Keywords: E-readiness, Website, SIKECE, East Kerinci Village Office 

  

Abstrak 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan penerapan sistem kerja cepat (SIKECE) 

terhadap maskyarakat dan Kantor lurah Kerinci Timur dalam penerapan website pelayanan secara 

online yang di sediakan Kantor Lurah Kerinci Timur. Tipe penelitian ini menggunakan mixed method 

yang mana data primer diperoleh melalui observasi, hasil wawancara dengan Lurah Kerinci Timur dan 

1 orang masyarakat pengguna website SIKECE, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner terhadap 

masyarakat pengguna website SIKECE yang berjumlah 91 orang dan tim pelaksana dan pengelola 

website SIKECE Yang berjumlah 17 orang, dengan total sampel sebanyak 110 orang dan teknik 

penarikan sampel menggunakan teknik pruposive sampling, Dan data sekunder diperoleh melalui 

dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori 

kesiapan yang terdapat tiga dimensi penelitian indikator yaitu dukungan, kemampuan dan nilai. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan website SIKECE di kategorikan “Kurang Siap”, di dalam 

kesiapan website SIKECE ini masih ada terdapat beberapa kendala yaitu belum di manfaatkanya 

pegawai khusus yang mengelola SIKECE, serta masih terdapat masyarakat yang kurang siap dalam 

penggunaan SIKECE. 

Kata Kunci : E-readiness, Website,SIKECE, Kantor Lurah Kerinci Timur 

 

Pendahuluan 

Kemajuan teknologi informasi membuka peluang besar bagi pemerintah untuk 

melakukan transformasi digital. Dengan adanya kemajuan teknologi maka Pemerintah 
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Indonesia saat ini sedang mengimplementasikan sistem e-government, sesuai dengan Instruksi 

Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-

government, dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), di mana sistem e-government ini menggunakan kemajuan 

teknologi dan komunikasi, yang pada dasarnya penerapan e-government ini adalah untuk 

meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat 

melalui pelayanan secara online. Implementasi e-government juga memudahkan pemerintah 

dalam mensinkronkan data dari pusat hingga daerah serta melalui sistem ini masyarakat 

dapat berpartisipasi langsung dan juga mengontrol pekerjaan pemerintah. 

E-readiness merupakan landasan penting bagi transformasi digital sektor publik dan 

mewujudkan tata kelola yang baik. Dengan meningkatkan kesiapan elektronik, sektor publik 

dapat memberikan layanan berkualitas lebih tinggi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, 

serta mendorong transparansi dan akuntabilitas sehingga dengan memanfaatkan teknologi 

dapat memudahkan pemerintah memberikan pelayanan publik dan masyarakat memperoleh 

pelayanan. Hal ini pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional 

dan terciptanya masyarakat sejahtera.  

E-readiness atau kesiapan elektronik menjadi hal yang penting di era digital, khususnya 

bagi sektor publik. Hal ini karena e-readiness memungkinkan pemerintah untuk: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik: Memberikan pelayanan yang mudah diakses, 

cepat, akurat, transparan dan efisien, serta menjangkau masyarakat marginal. 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi: Meningkatkan kepercayaan masyarakat 

dengan membuka informasi publik dan akuntabilitas pemerintah. 

3. Mendorong inovasi dan kolaborasi: Membuka peluang bagi layanan publik yang baru 

dan inovatif, dan meningkatkan kolaborasi untuk memecahkan tantangan bersama. 

4. Optimalisasi sumber daya: Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik dan 

meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara. 

5. Menciptakan pemerintahan yang inklusif: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan dan membangun masyarakat digital. 

Di dalam Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah  terdapat 

bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam  rangka 

peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat 

melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah. Inisiatif  inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, anggota DPRD, 

Aparatur Sipil Negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Dan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah pada Pasal 1 

yang menjelaskan, bahwa Inisiatif Inovasi Daerah berasal dari Perangkat Daerah. Sejalan 

dengan peraturan tersebut Kepala Lurah Kerinci Timur telah membuat inovasi dalam 

pelayanan publik berbasis website yaitu Sistem Kerja Cepat (SIKECE) dengan 17 jenis 

pelayanan, dengan tujuan agar pelayanan lebih mudah,murah, dan cepat. Hal ini dapat 

meningkatkan pelayanan publik berjalan dengan efektif dan efisien. 

Kantor Lurah Kerinci Timur mengembangkan SIKECE sebagai layanan berbasis 

website. Kantor Lurah bekerja sama dengan PT RAPP dalam pengembangan SIKECE. 
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Kerjasama ini sejalan dengan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintahan Daerah, yang mengizinkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak 

ketiga dalam penyediaan layanan publik. Tentu keterlibatan pihak swasta tersebut diperlukan 

karena membutuhkan teknisi IT yang ahli dalam pembuatan website. 

Kelurahan merupakan institusi yang berdiri di garda terdepan sebagai koordinator 

untuk berbagai jenis urusan pemerintahan termasuk memberikan rutinitas pelayanan kepada 

masyarakat. Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur merupakan kelurahan yang terpadat 

penduduknya di Kabupaten Pelalawan dengan total penduduk beridentitas Kerinci Timur 

sebanyak 41.458 jiwa dan secara akumulatif termaksut domisili berjumlah kurang lebih 67 ribu 

jiwa dan jumlah kepala keluarga 11.349, dengan luas Kelurahan 70.3 Km2. 

 Pelayanan di Kantor Lurah Kerinci Timur secara manual terkesan berbelit-belit dan 

lama dikarenakan masyarakat harus melengkapi standar operasional prosedur ke Kantor 

Lurah untuk mengambil dan mengisi blangko pengantar ke RT dan RW. Setelah itu ke Kantor 

Lurah kembali sehingga terkesan lama dan timbulnya keresahan masyarakat yang memiliki 

jarak tempuh yang jauh dari Kantor Lurah Kerinci Timur. Oleh karena itu memang 

diperlukannya inovasi pelayanan berbasis online untuk memudahkan masyarakat 

memperoleh pelayanan Terdapat 17 (Tujuh Belas) jenis pelayanan yang dibutuhkan 

masyarakat Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur dapat diakses dengan mudah melalui 

http://kerincitimur.online antara lain: surat keterangan kematian, surat keterangan usaha, 

surat keterangan tidak mampu, izin keramaian, data janda tua, surat keterangan domisili, 

surat keterangan sebelum nikah, pengantar nikah, data lansia, data yatim piatu, surat 

keterangan sebelum bekerja, surat keterangan belum memiliki rumah, izin umkm, surat 

keterangan domisili usah, surat keterangan penghasilan, data rumah ibadah, surat keterangan 

tanggungan. 

Tinjauan Pustaka 

 Secara umum e-readiness adalah kemampuan suatu individu ataupun kelompok untuk 

siap dalam memanfaatkan teknologi. Adapun kesiapan elektronik disebut sebagai suatu 

ukuran terhadap kesiapan secara nasional, ekonomi, dan persiapan untuk menerima manfaat 

dari penggunaan ICT. 

Kajian dan riset Harvard JFK School of Government dalam  Richardus eko  indrajit (2006), 

mengatakan bahwa untuk menerapkan konsep-konsep  digitalisasi pada sektor publik 

diperlukan 3 (tiga) elemen sukses yang harus ada yaitu:  

1. Support: merupakan elemen paling krusial yang harus dimiliki pemerintah. keinginan 

dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk benar–benar menerapkan konsep 

pelayanan melalui pemanfaatan TIK, bukan hanya sekedar mengikuti tren global atau 

menentang inisiatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip e-government. tanpa adanya 

political will ini mustahil pembangunan dan pengembangan layanan digital ini dapat 

berjalan dengan mulus. adapun bentuk dukungannya berupa disepakatinya kerangka e-

government dan pemberian prioritas pembangunan dan pengembangan e-governement 

sebagai salah satu kunci sukses negara untuk mencapai visi misinya; dialokasikannya 

sumber daya (SDM, keuangan, tenaga, waktu, informasi, dll.) di setiap tataran 

pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral; 

dibangunnya infrastruktur dan suprastruktur pendukung agar tercipta lingkungan yang 
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kondusif dalam pengembangan e-government seperti regulasi, kelembagaan dll; 

disosialisasikannya konsep e-government secara merata, kontinyu, konsisten, kepada 

seluruh birokrat secara khusus dan masyarakat pada umumnya. 

2. Capacity:  merujuk pada adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah 

setempat dalam mewujudkan impian e-government terkait menjadi kenyataan yang terdiri 

atas minimum 3 (tiga) elemen yaitu: ketersediaan sumber daya yang cukup untuk 

melaksanakan berbagi inisiatif e-government terutama yang berkaitan dengan sumber 

daya finansial; ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena 

fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep e-government; 

ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang 

dibutuhkan agar penerapan e-government dapat sesuai dengan asas manfaat yang 

diharapkan. Ketiga syarat itu harus terpenuhi untuk mencapai keberhasilan 

implementasi e-government.  

3. Value: elemen kedua dan ketiga merupakan dua aspek yang dilihat dari sisi pemerintah 

selaku pihak pemberi jasa (supply side). berbagai inisiatif e-government tidak akan ada 

gunanya jika tidak ada pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya konsep tersebut, 

dan dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat dengan adanya e-government 

bukanlah pemerintah itu sendiri melainkan masyarakat yang berkepentingan (demand 

side). pemerintah harus benar-benar teliti dalam mengembangkan aplikasi atau 

menyediakan layanan e-government yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga 

dapat memberikan (value) manfaat. kesalahan dalam memenuhi layanan e-government 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi bumerang bagi pemerintah itu 

sendiri yang akan mempersulit dalam usaha pengembangan e-government. perpaduan 

ketiga elemen tersebut diatas akan membentuk sebuah pusat syaraf jaringan e-government 

yang merupakan kunci sukses keberhasilan penerapan e-government. tanpa 

memperhatikan ketiga elemen tersebut dalam penerapan konsep e-government, maka 

probabalitas kegagalan implementasi e-government tinggi. 

 Dan Menurut Musa (2010) dalam risetnya tentang alat penilaian e-readiness untuk 

regional pemerintah daerah di Iraq menawarkan sebuah metode  pengukuran e-readiness. 

Metode ini mengukur aspek tertentu dari masyarakat dan beberapa fitur layanan dan 

teknologi yang diperlukan dalam  transformasi penyelenggaraan pemerintahan dari sistem 

konvensional ke arah  digital atau disebut dengan e- government. hasil pengukuran tersebut 

dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan apa saja yang patut menjadi 

prioritas dan perbaikan yang harus dilakukan kedepannya dalam meningkatkan e-readiness 

suatu organisasi. Adapun indikator yang diusulkan Musa (2010) sebagai instrument 

pengukuran e-readiness di tingkat pemerintah daerah yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. 

Indikator E-readiness 

No. Infrastructure 
Human Resource (Users and 

Governmentemployees) 

Government & 

Management 

1. Speed of Internet Government Trust Computerization 

2. Availability Skills Willingness(Political Will) 



 

 
 
 

Yuriska Addriani dan Eko Handrian 

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025 108 

3. Cost of Internet Education Fund 

4. Reliability Usage Policies 

5. Mobile Internet Training Legal Framework 

Sumber: Musa (2010:80) 

Metode 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode mixed methods. 

Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk 

penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif.     

 Tipe yang digunakan yaitu metode campuran konkuren (Concurrent Mixed Methods) 

Menurut Creswell (2009:31) metode campuran konkuren adalah prosedur di mana peneliti 

menyatukan atau menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk memberikan analisis 

komprehensif terhadap masalah penelitian. Dalam desain ini peneliti mengumpulkan kedua 

bentuk data pada saat yang sama dan kemudian mengintegrasikan informasi tersebut dalam 

interpretasi hasil keseluruhan. Selain itu dalam desain ini peneliti dapat memasukkan satu 

bentuk data yang lebih kecil ke dalam kumpulan data lain yang lebih besar untuk 

menganalisis berbagai jenis pertanyaan (kualitatif membahas proses sedangkan kuantitatif 

adalah hasilnya). 

 Strategi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konsep (Creswell, 2010: 

320-324) Strategi triangulasi konkuren. Dalam strategi ini, peneliti mengumpulkan data 

kuantitatif dan data kualitatif dalam waktu bersamaan pada tahap penelitian, kemudian 

membandingkan antara data kualitatif dengan data kuantitatif untuk mengetahui perbedaan 

atau kombinasi. 

Hasil dan Pembahasan 

 Dari pembahasan masing-masing indikator keseluruhan tanggapan responden 

masyarakat pengguna website SIKECE dan tim pelaksana dan pengelola website SIKECE 

maka dilakukan rekapitulasi responden sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Rekapitulasi Responden Masyarakat Pengguna Dari Masing-Masing Indikator E-Readiness 

Dalam Penerapan Sistem Kerja Cepat (SIKECE) Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Lurah 

Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan 

 

No Indikator  Kategori Penilaian  Jumlah 

 S KS TS 

1.  Support (dukungan) 70 

(77%) 

20 

(22%) 

1 

(1%) 

91 

(100%) 

2.  Capacity (kemampuan 

atau keberdayaan) 

82 

(90%) 

8 

(9%) 

1 

(1%) 

91 

(100%) 
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1.  2 3 4 5 6 

3.  Value (manfaat atau 

nilai) 

82 

(90%) 

8 

(9%) 

1 

(1%) 

91 

(100%) 

 Jumlah 234 36 3 273 

 Rata-rata 78 12 1 91 

 Presentase 86% 13% 1% 100% 

Sumber: Data olahan hasil peneliti, 2024 

 Bedasarkan tabel V.15 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban responden 

Masyarakat Pengguna  website SIKECE dengan rata-rata tanggapan responden berjumlah 

86% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67- 100% masuk kedalam 

kategori “Siap” 

 Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

sebagian masyarakat kurang siap memanfaatkan pelayanan publik melalui platform SIKECE. 

Terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, yaitu sebagian masyarakat belum siap 

memiliki kompetensi dan pengetahuan mengenai teknologi dikarenakan rendahnya literasi 

digital masyarakat. Meskipun telah dilakukan sosialisasi, upaya tersebut belum optimal 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat. serta tidak semua masyarakat siap dalam sumber 

daya finansial memenuhi infrastruktur yang memadai, hal ini karena masi adanya masyarakat 

miskin di sekitar Kerinci Timur, serta masih ada wilayah yang memiliki infrastruktur 

konektivitas jaringan yang tidak bagus. Sehingga belum siapnya sebagian masyarakat 

merasakan manfaat dari penggunaan SIKECE. 

 Adapun kesiapan dalam penggunaan Website SIKECE di Kantor Lurah Kerinci Timur 

secara keseluruhan dapat dilihat dari beberapa indikator penilaian. Mulai dari segi support 

(dukungan), dengan dukungan melalui kesepakatan kerangka e-government masyarakat 

dilibatkan sebagai tim pelaksana dan pengelola website SIKECE yaitu setiap RT dan RW 

wilayah Rawa Badak, Lalang dan Pulau Payung. Masyarakat siap meluangkan waktu dan 

tenaga melaui informasi yang tertera pada platform SIKECE untuk datang ke kantor lurah 

melakukan tanda tangan surat yang sudah didawnload melalui SIKECE. 

  Masyarakat memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan 

SIKECE, namun sebagian masyarakat belum siap memiliki infrastruktur seperti handphone 

yang mendukung pengaksesan SIKECE dan memiliki kuota jaringan internet. Hal ini karena 

masih ada masyarakat yang miskin tersebar didaerah Rawa Badak, Lalang dan Pulau Payung. 

Dari segi suprastruktur pedoman cara kerja penggunaan SIKECE didalam website tersebut 

sudah ada namun belum dijelaskan secara rinci, bagi masyarakat yang belum terbiasa 

menggunakan website pelayanan merasa belum siap mengerti cara kerja SIKECE dan masih 

diperlukan pendampingan, hal tersebut juga dipengaruhi oleh sosialisasi penggunaan 

SIKECE belum terlaksanakan secara optimal. 

 Dari aspek Capacity (kemampuan atau keberdayaan) menilai dari sisi sumber daya 

finansial masyarakat siap untuk membeli handphone dan membeli kuota jaringan internet 

secara mandiri, serta masyarakat mampu membayar uang printnan surat yang telah 

terdawnload melalui SIKECE. Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah keatas tidak 
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merasakan keberatan dalam sumber daya finansial untuk menggunakan SIKECE. Namun 

sebaliknya beberapa masyarakat tidak siap secara finansial untuk ketersediaan infrastruktur 

yang mendukung penggunaan SIKECE. Untuk penyediaan website SIKECE memiliki 

tampilan desain yang sudah bagus dan memiliki banyak jenis pelayanan yang bisa dipilih 

oleh masyarakat sesuai kebuhan. Untuk kemanan data masyarakat sejauh ini belum ada 

laporan khusus mengenai pencurian data. Untuk kopetensi dan keahlian masyarakat memiliki 

pengetahuan tentang penggunan teknologi sehingga dapat dengan mudah siap beralih pada 

sistem pelayanan online. Namun, terdapat kelompok masyarakat, khususnya lansia, yang 

masih menghadapi kendala dalam penggunaan teknologi dan kurang siap beralih kedalam 

pelayanan secara online melalui SIKECE. 

 Dari segi Value (manfaat/nilai) Sistem Informasi Kerja Cepat (SIKECE) dari sisi 

masyarakat  dapat merasakan manfaat dari kemudahan dalam mengakses layanan publik. 

Proses pengurusan surat menyurat menjadi lebih efektif dan efisien, karena masyarakat dapat 

mengisi formulir secara daring dan mengunduh dokumen yang diperlukan kapan saja dan di 

mana saja, dan masyarakat hanya tinggal datang membawa surat yang sudah jadi untuk 

meminta tanda pada Kantor Lurah. Namun masyarakat yang tidak siap  menggunakan 

SIKECE karena faktor ketidak tahuan akan adanya SIKECE dan karena kurangnya 

pemahaman terhadap teknologi tidak merasakan manfaat dari SIKECE tersebut 

Tabel 3. 

Rekapitulasi Responden Tim Pelaksana Dan Pengelola Dari Masing-Masing Indikator E-

Readiness Dalam Penerapan Sistem Kerja Cepat (SIKECE) Dalam Pelayanan Publik Di 

Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan 

 

No Indikator  Kategori Penilaian  Jumlah 

S KS TS 

1.  Support (dukungan) 17 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

17 

(100%) 

2.  Capacity 

(kemampuan/keberdayaan) 

15 

(88%) 

2 

(12%) 

0 

(0%) 

17 

(100%) 

3.  Value (manfaat/nilai) 17 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

17 

(100%) 

 Jumlah 49 2 0 51 

 Rata-rata 16 1 0 17 

 Presentase 94% 6% (0%) 100% 

Sumber: Data olahan hasil peneliti, 2024 

 Bedasarkan tabel V.16 diatas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi jawaban responden 

Tim Pelaksana Dan Pengelola website SIKECE dengan rata-rata tanggapan responden 

berjumlah 94% sesuai dengan penjelasan sebelumnya tentang presentase 67- 100% masuk 

kedalam kategori “Siap” 
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 Berdasarkan hasil penelitian dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan kurang siap dalam memberikan pelayanan 

publik melalui platform SIKECE. Berdasarkan rekapitulasi dari hasil masing-masing indikator 

pihak tim pelaksana dan pengelola SIKECE masih terdapat kendala. Adapun beberapa 

kendala yang perlu diperhatikan, yaitu keterbatasan infrastruktur teknologi, belum 

dimanfaatkannya staf pegawai yang memiliki kopetensi dam keahlian mengelola SIKECE, 

belum terlaksanakannya sosialisasi dengan optimal. 

 Website SIKECE di Kantor Lurah Kerinci Timur secara keseluruhan sudah siap dalam 

beberapa indikator penilaian. Mulai dari segi support (dukungan), dengan dukungan yang 

kuat melalui kesepakatan kerangka e-government dalam pembagian tugas dan jabatan sudah 

tertera dalam keputusan Camat Pangkalan Kerinci melalui pembentukan tim pelaksana dan 

pengelola SIKECE. Namun saat ini SIKECE dikelola oleh lurah sebagai admin dan belum 

diserahkan kepada pegawai kantor lurah yang sudah tertulis didalam keputusan tersebut. 

Sehingga Untuk pengalokasian sumber daya yang mengelola SIKECE saat ini adalah lurah. 

Dengan adanya SIKECE dapat mengefisiensi waktu dan tenaga yang dibutuhkan pegawai 

dalam pemberian pelayanan, namun tanda tangan masih dilakukan secara manual sehingga 

apabila lurah ataupun sekretaris lurah berada diluar kantor maka akan digantikan oleh kasi. 

Untuk ketersedian infrastruktur yang mendukung pelaksanaan SIKECE saat ini sudah 

tersedia komputer, printer dan jaringan Wi-Fi, namun perlu dilakukannya pemeliharaan 

untuk mendukung kecepatan kinerja pegawai. SIKECE sudah memiliki standar opersional 

prosedur tertuang dalam keputusan Camat Pangakalan Kerinci didalam pembentukan tim 

pelakasana dan pengelola SIKECE  dan pedoman cara kerja yang tertera didalam website 

SIKECE. Dan untuk sosialisasi sudah dilaksanakan secara online maupun offline namun 

belum terlaksana secara optimal. 

 Dari aspek Capacity (kemampuan atau keberdayaan) untuk ketersediaan sumber daya 

finansial yang mendukung pelaksanaan SIKECE saat ini sudah siap berasal dari APBD 

pelalawan yang diletakkan Di Kantor Camat Pangakalan Kerinci dan dialokasikan kepada 

Kantor Lurah Kerinci Timur dalam bentuk belanja rutin fasilitas pendukung seperti komputer 

dan printer, serta berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT RAPP dalam 

mendukung IT pembuatan website SIKECE membuat desain dan 17 pelayanan sesuai 

permintaan Kantor Lurah Kerinci Timur. Namun kantor lurah belum siap mengelola server 

sendiri hal ini karena keterbatasan finansial dan kemampuan dari staf pegawai dalam 

mengelola SIKECE, kantor lurah sudah berusaha meminta bantuan kepada Dinas 

komunikasih informatika dan statistik (diskominfo) pelalawan namun belum ada respon 

hingga saat ini. Di tingkat Kantor Lurah, seluruh staf telah memiliki kompetensi dasar dalam 

memanfaatkan teknologi informasi. Meskipun demikian, belum terdapat petugas khusus 

yang ditugaskan untuk mengelola SIKECE secara penuh, sehingga tugas ini masih 

didelegasikan kepada Lurah.  

 Dari segi Value (manfaat atau nilai) Sistem Informasi Kerja Cepat (SIKECE) 

memberikan manfaat bagi pegawai kantor lurah, SIKECE menyederhanakan alur kerja, 

meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penyelesaian tugas pegawai. Namun pegawai 

Lurah Kerinci Timur kurang siap memanfaatkan SIKECE sebagai pemberian pelayanan utama 

yang dipilih masyarakat. Sehingga masyarakat masih melakukan pelayanan secara manual 

yang membuat kantor lurah kurang maksimal menerima manfaat dari kehadiran SIKECE. 



 

 
 
 

Yuriska Addriani dan Eko Handrian 

Journal of Public Administration Review Vol. 2 No. 1 / 2025 112 

Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai Sistem Kerja Cepat (SIKECE) yang diterapkan 

di Kantor Lurah Kerinci Timur Kabupaten Pelalawan, dapat disimpulkan bahwa “Kurang 

Siap” dan terdapat beberapa kendala yang masih ditemukan dalam e-readiness website 

SIKECE baik dari segi masyarakat maupun Kantor Lurah Kerinci Timur. Pertama, 

keterbatasan literasi digital masyarakat menyebabkan sebagian besar belum siap 

menggunakan SIKECE. Kedua, ketidak stabilan jaringan internet serta masih ditemukannya 

masyarakat miskin yang tidak memiliki infrastruktur memadai dibeberapa wilayah menjadi 

hambatan dalam mengakses SIKECE. Ketiga, belum adanya pegawai khusus untuk mengelola 

SIKECE dan masih dikelola oleh Lurah Kerinci Timur. Keempat, pengelolaan server yang 

diserahkan kepada pihak ketiga, yaitu PT RAPP, perlu menjadi perhatian untuk kemanan data 

masyarakat kedepannya. Kelima sosialisasi mengenai SIKECE juga masih belum optimal. Hal 

ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kepadatan penduduk dan luas wilayah. 

Akibatnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dan manfaat SIKECE. 

 Untuk mengetahui kesimpulan setiap indikator mengenai e-readiness penerapan 

sistem kerja cepat (SIKECE) dalam pelayanan publik di kantor lurah Kerinci Timur Kabupaten 

Pelalawan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Indikator support (dukungan) berada dalam kategori kurang siap, kesepakatan kerangka 

e-government dalam penerapan website SIKECE dari sisi masyarakat melibatkan ketua RT 

dan RW serta menggandeng sektor pemerintah dan sektor swasta, yaitu Dinas 

Komunikasi Dan Informatika, Camat Pangkalan Kerinci, Badan Penelitian Dan 

Pengembangan Daerah, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas sosial, Kepala 

Bidang Infrastruktur TIK, pihak swasta Tim ahli IT RAPP Dan menggandeng pihak 

Media. Waktu penyelesaian pelayanan melalui SIKECE sesuai standar operasional 

prosedur yaitu 10 menit apabila sudah terverifikasih dan siap untuk didawnload, 

namuntanda tangan dilakukan secara manual yang mengharuskan masyarakat 

mempersiapkan waktu dan tenaga untuk datang ke Kantor Lurah Kerinci Timur. 

Infrastruktur kantor lurah saat ini sudah tersedia komputer dan printer serta jaringan 

internet Wi-Fi, namun masih perlu dilakukannya pemeliharaan hal ini karena terdapat 

komputer dan kualitas jaringan yang sudah lemot. sebagian masyarakat sudah memiliki 

infrastruktur yang memadai untuk mangakses SIKECE, namun sebagian masyarakat 

belum siap memiliki infrastruktur yang memadai. Dalam suprastruktur SIKECE terdapat 

standar operasional prosedur (SOP) serta cara kerja yang tertulis didalam platform 

website SIKECE. Sebagian masyarakat kurang siap mengerti pedoman cara kerja SIKECE 

dan memerlukan pendampingan. Kantor Lurah Kerinci Timur sudah melakukan 

sosialisasi namun memang belum terlaksanakan secara maksimal hal ini karena faktor 

banyaknya jumlah penduduk sebanyak 41.458 jiwa dengan luas wilayah Kerinci Timur 

70.3 Km2 . 

2. Indikator Capacity (kemampuan dan keberdayaan) dari segi finansial masyarakat siap 

untuk membeli handphone dan membeli kuota jaringan internet secara mandiri, serta 

masyarakat mampu membayar uang printnan surat yang telah terdawnload melalui 

SIKECE. Bagi masyarakat dengan penghasilan menengah keatas tidak merasakan 

keberatan dalam sumber daya finansial untuk menggunakan SIKECE. Namun sebaliknya 

beberapa masyarakat tidak siap secara finansial untuk ketersediaan infrastruktur yang 
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mendukung penggunaan SIKECE. Sedangkan finansial  Kantor Lurah Kerinci Timur 

yang mendukung pelaksanaan SIKECE saat ini sudah siap berasal dari APBD pelalawan 

yang diletakkan Di Kantor Camat Pangakalan Kerinci dan dialokasikan kepada Kantor 

Lurah Kerinci Timur dalam bentuk belanja rutin fasilitas pendukung seperti komputer 

dan printer, serta berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR) PT RAPP. Website 

SIKECE memiliki tampilan desain yang sudah bagus dan memiliki 17 jenis pelayanan 

yang bisa dipilih oleh masyarakat sesuai kebuhan. Untuk kemanan data masyarakat 

sejauh ini belum ada laporan khusus mengenai pencurian data. Namun Kantor Lurah 

harus mengelola server sendiri untuk memastikan keamanan data masyarakat 

kedepannya, permohonan pengelolaan server ini sudah dilakukan kepada 

(DISKOMINFO) namun belum adanya respon hingga saat ini. Saat ini sebagian 

masyarakat memiliki kompetensi dan keahlian yang siap menggunakan SIKECE. Namun 

sebagian masyarakat yang kurang siap memanfaatkan teknologi terutama yang berusia 

diatas 40 tahun belum memiliki kesiapan menggunakan SIKECE. 

3. Indikator Value (manfaat/nilai) berada dalam kategori kurang siap Website SIKECE telah 

memberikan nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat dengan menyediakan layanan 

yang efisien dan efektif. Masyarakat dapat mengurus berbagai keperluan terutama surat 

menyurat yang disediakan dalam 17 pelayanan dalam website SIKECE, sementara itu 

Kantor Lurah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mencapai tujuan. Namun 

masih terdapat permasalahan yaitu pegawai Lurah Kerinci Timur kurang siap 

memanfaatkan SIKECE sebagai pemberian pelayanan utama yang dipilih masyarakat. 

Sehingga masyarakat masih melakukan pelayanan secara manual yang membuat kantor 

lurah kurang maksimal menerima manfaat dari kehadiran SIKECE. Dan untuk 

masyarakat yang tidak siap  menggunakan SIKECE karena faktor ketidak tahuan akan 

adanya SIKECE dan karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi tidak merasakan 

manfaat dari SIKECE tersebut. 
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